
SALINAN 

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR  33 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2025 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN 

INOVASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi pasca perubahan rencana kerja dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang 
berdampak pada proses perencanaan dalam 
penganggaran maka perlu dilakukan penyesuaian 
pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah; 

  b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan perubahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rebublik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 
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  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6780); 

  5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang 

Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 

2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 192); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 

Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur 

Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); 
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  11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat  

Nomor 3); 

  12. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, 

Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 

Nomor 4); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2025 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4), diubah 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 41 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada 

beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Perencanaan 

Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur 

Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2021 Nomor 133) dan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 138), tetap 

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan 

baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini. 
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2. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 43 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan  Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat 

 

Pasal II 

Peraturan  Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  

Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat. 

 

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal 31 Juli 2025         

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal 31 Juli 2025 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 34 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum 
 

 

Abussamah, S.STP.,M.AP. 
Pembina Tk. I (IV/b) 

19820416 200012 1 001 

 

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

 
  ttd 

 
 

HARISSON 
 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
 

 
                      ttd 

 

RIA NORSAN 


